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PEMERINTAR KOTA PAGARALAM

Marivbang

Mcnginaa

PERATURAN DAERAM KOTA PAGAR Al AM
NOMOR [ G TANMUN 2010

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN Y AN MAHA ESA

WALIKOT A PAGAT ALAM

A

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Momor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerain maku Peraturan
Daerah tentanq P:jak-pajak di Kota FPagar Alam perlu ditinjau
Kembali dan discaunikan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaunana diumaksud dala:

harad a. oetlu menetapkan Porataran Dacrah tend ang Paj k
Daerah:
I Undang-undang Nomior 10 Tahun 1087 eptang Radaen

Penvelesaian Sengkela Pajak /L embaran Negara Tahun 1967
Norner 40, Tamoahz 1 Lembaran Negara '

2. Undeng-undang Neaior 19 Taiun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Pakspe (lLembaran Nof}p_rj Reoublix Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, ~ Fambahan |embaran Negara Roepublik Indonesia
Nomor 3686) sebagalm( natelal diubah dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2300 (Lembaran Neaara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars Republik
ndonesia Nomior 2057)

Undang-undang ~Nomor & Tahun 2007 tentang  Pembentukan
Daeran Kota Pacar A.am (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 88

ATy

Tambahan Lembaran Nagara Nemor 4 115)

Lo

4. Undang-Undang MNemor 10 Tahun 2004 teritang Pembentukan
PerL,h’ah’m Perundanrg-tihdangan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 42389).

5 lindang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lL.embaran Megara Tahun 2004 Nemor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telaih diubah
bebcrapa kali terakhir denagan Undang Undang Nomor 12 Tahun



<00CE (Len an Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambaban
Lembrran aemr a Noemor 484473,
6. Undang-Undang “iomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan [Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
{

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik 1ionesiz Mormor 44385

7o Unday g-undang  omner 28 danun 2000 tentang Pajak Dacrah
dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049),

3. Peraturan Pemeriniati Nomor 58 Tahun Z005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran  Negara Republik

Indonesia Nomor 4578 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah F’emerln*ahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan [Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neqgara
Republik Indenest:: Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomer 4737)

Dengan Porsciojuan Bearsan

DUEWAN PERWAKILAN RARY AL UATTAH WO A DAGAR ALAM
don
WWAE O T DAGATD AL SOA

Mienclapian T PERATURAN DAERAR KO ©A0AR ATAM S TEMTARMG PAIAK
DAERAH

BAE i
KETENTUAN URIUM

Daiam Peraturan Dacrah il yang dinaksud dengan

1. Dazrah adalah bola Pacgar Adae

2. Permerintah Daecran adatah opala Dol seserta perangkat
daerah ctonom yang lain sebagor Dadan [leekatd Daarahy

3 Dewan Perwakiian Rakyal Dnciab vang  colimjoinya disingkat
DPRO, adatah lembaga perwakilan rakyat dasiaby sebagal unsur
penvalenggara Pamenntahan Daeralhy,

4. Kepala Laerah adaah Walikata Pagar Alany

5. Sekretaniat Dacrah adalah Sekretanal Daerah Vota Pagar Alam;:

6. Pejabat adalah Pegawar vany dibern tugas lertentu dibidang
perpajakar. dacrah  cesum kentuan peraturan perundang-
uncangarn yano berlake s
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1e.

19.

20.

Paial. Daerah vyang selanjuinye disebut Pajak adalah kontrizusi
wajib kepada daerah yang terutang oeh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tdax
mendapat imbalan seeara langsung dan digunakan untuk keperiuan.
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:

Badan adalah sekumpulan crang atau modal yang merupakan
kesatuan, baik y.ang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan naima dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi.
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, srganisasi sosial politik, atay crganisasi sejeris,
lembaga, hentulk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakar, oleh
hotei;

. Hotel adalah Fasiiias Penyedia Jasa penginapan/ peristirahatan

termasuk lasa tc kait lainnya dengan dipuntu bayaran vyang
mencakup juga mdlel icsmen, gubuk panwisata, wisma pariwisa.a
pesanggrahan, ruriah pengimapan dan sejenisnya serta rumah Kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):

1. Pajak Restoran adaiah pajnk atas pelayanan vang disediakan oieh

restoran,;

. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipringut oayaran, yang mencakup juga rumar makan
katetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/
catering,

- Pajak Hiburan adalah pamk atas penyelenagaraan hiburan;

Hiburan adalah sermuca ienis tontonan, perfunpikan, permainan, dan
alau kesamaan yang dinnkoaals dengan dipungut bayarmn

~Pajak ~eklarmoe ad vah pajak atas penyaienggaraan reklame:
16.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk
darn corak ragamnya dirancang  untuk  tujuar komersial
memperkenaikan, menganjurkan,  memp r(\'ﬂ‘“ikan. atau  untuk
menarii. perhatian rmum terhadap barang asa orang, atau badan
yang dapat dilihat, dibaca, didengar. dirasakan. dan/atau dinimati
cleh umum;

- Pajak Pencrangan Jalan adaial paak atas pengguraan tenaga

lisirit, baik yang dihasikan sendi maupun diperolel. dail sumber
lain;

Pajak Minerz! Buka Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambiian minerai bukan fogam dan tmucm balk dar sumber
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
Mineral brkan logam dan batuar adaiah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana  dimaksad  didalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara,

Pajak Parkir adalah pajai. alas penyelenggaraan tempat pakir
diluar badan jalan, baik vang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sepagal suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat nenitipan kendaraan benmotor

1. Parkii adalah keadaan tidak bergeray cuntu xendaraan yang tidak

bersifat sementara:

CPajak Air Tanah  adalah payak ates pengambilan dan/atau
nemantaatan air tanahy;

Air Tanah acalnh s yana tordann daam e an fanah atau bawsan

al bawah permulaan tanah,
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24. Pajak  Sarang  Luring Vialet  sdalab pajak atas kegiatan

pengambilan can/atau pu ‘:m.,rahcm'w arang burung walet;

25 Burung Walet adalah catwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchiiap haga. mmp«;/m maving, collocalia esculanta, dan
collocalia finctii.

5 Pajek Bumi dan Bangunan Pardasaan dan ierkotaan adalal pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasal, n/atau
Jdimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Pawasan yang
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digunakan uniugk Kegia
pertambangan;

27 Bumi adalah peimukann bumi yang m@iiputi tanah dan perairan
pedalaman seiia laut wilayah Kabupaten/ kol

28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dlt,nam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau pzrairan pedalaman dan/atau
laut;

29 Nilai Jua, Objek Pajak, yang selanjuinya disingkat NJOP adalah
harga rata-rate yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

30 Bea Perolehan t'ak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

31 Perolehen Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuzian
atau peristiwa hukum yang mer.gaklbatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan:

37 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk  hak  pengelolaan,  beserta  banguna:  diatasnya,
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  dibidang
nertanahan dan bangunan

33 Subjek Pajal adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
aienakan Pajak

34, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pemoeavar

pajak, pemotong pajak, dan pemungul pajak. yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesual dengan ketenwan peraturan
perunaang-undangan perp-"aiakan daerah.

_ Tahun Pajak adalah jangka waktu yarg lamanys 1 (satu) tzhun

kalender, kecuali bila ij;ab Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama denann tahun kalender.

36. Pajak yang teruiang adalah pajak yang harus dibayar pada sualu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tzhun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peiundang-
undangan perpa kan dacrah.

37. Pemungutan  adalah  sualu rangkaian kegiatan mulai  dari
penghimpunan deta objek dan subjek pajak atau retribusi.
penentuan besiarnya pajak atau LcUIDUST vang lerutang’ sampai
kegiatan nenag han pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Waijib Retribusi serta penga wasam penyetorannya.

a3 Surat Pemberiinhuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat ;ang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan per ghitungan dan/atau pem bayaran pajak. objek pajak
dansatau pukar objek pajak, dan/atau harta dan kew ajiban sesuail
dengan  ketentuan peratuisn perundang undangan  perpajakan

An
, dan

w
@3]

daerah
3G Surat Pemberiahuan Onjer Fajak yane  seianjuinyé disingkai
SPOP. adainh amnat vona dinanakan <.»|< b Wajib Pajak  enfuk
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40.

41.

43

44,

47.

49.

_Surat Ketetanan Pajak Daerah Lebih Bayar, yanj selanjuinya

Perdesaar dan Perkotaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan peipajakan daerah

Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adaluls--5ul pembayaran  atau penyetoran pajak  yang telah
dilakukan dengen menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalul temeat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepzla Daerah

Surat Ketetapan Pajak Dacrab, yang sclanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang mencntukan oesarmya jumlah
pokck pajak yang terutand

CSurat Penberital uan Pajak lTerutang, yang selanjutrya disingkat

SPP1, adalah suraml yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak 3umi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Paie..

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Karang Bavyar, vang selanjutnya
disingkat L KPDKLE, adalah sinat ketetapan pajak yang menentukan
besartya jumiah  pokok pajak,  jumlah  kredit pajak, jumlah
cekurangan  pumbayaran  pokok pajak.  besarnya  sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnyn disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
maonentukan tambahan ains jumlah pajak yvang telah ditetapkan.

_Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingikat

SKPDN  adalnh surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pchkek pajak sama bosamya dengan wmiah kredit pajak atau pajak
{idak terutang dan tidnk aca kredit pajak.

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak vang meneniukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak
lebih besar darinada pajak yang ierutang atau seharusnya ticak
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adaiah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif herupa bunga dan/atau denda.

_Surat Keputusan  Pembetulan  adalah  sural keputusan  yang

membetulkan ke salahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan.
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah o yang terdapat  dalam  Surat
Pemberitahuan Paiak Tertang, Surat Ketelapan Pajak Daeran.
Suwrat Ketetapan Pejak Dnaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Paiak Daerah Kurang By Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adaiah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuraag Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
atau terhadap pemeotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diaiukan oleh Wajib Pajak

_Putusan Banding adalah putusan badan perachlan pajak aias

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.
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Pembukuan adalah sualu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumputian data dan informasi keuangan yang
1

meliputi harta, kewajiban, modn soenghasian dan by, serta

jumiah harga porolehan dan pepyerahan barang atal jasa, yang
ditutup dengan menyusie Laporan kooandgan berupa neraca dan

laporan laba rugi nntuk penods Fahun Pajah tersebul.

pemeriksaan adalah soronakaan  kegiatan menghimpun - dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bkl yang dilaksanakan
secara objektf dan profesional herdasarkan  suatu  standar
pameriksaan untuk  menguji kepatuhanr nemenuhan kewajiban
perpajakan daerai dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanal.ain ketentuan peraturan perindang-undangan
perpajakan daerah dan retiibusi daerah.

~Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribust
~dalah seranakaian bndakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk

mencari serta menguimpulkan bukdl yang denaan bukti u membuat
terang undak paanc. dibideng perpajakan dnerah dan retribusi yang
terjadi sena menemukan tersangkanya.

Kas Daerah adalah Kag Daerah Kota Pagar /iam
Juru sita Pajak adalah pegawal yang ditunjuk untuv - 'akukan

penyitaan, dan My s bhamnng atnu harta walh pajak guna
dijadikan jaminon Untuk melunast utang pajaks sest al ketentuan
peraturan pe undang-uncanaan yand berlak

5 Kantor Pelayanan Pitana dan | elang Negarm o adalah Kantor

“~h g

pelayanarn pivtang  dan telbne Negara yang  wilayah kerjanyz

meliput Daerah Ko Poans Alien

BAD U
NANA, OBJEK DAN SUBRJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama

a.

Dajak Hotel, diprng i Pk atas setian pelayanan yang disediakan
oleh hotel

Pajak Restoran, dipunqut paiak aias setiap pelayanan  yvang
disedialan oieh ras.oran,

Pajak  Hibu.an ~pat paak atas  setiab penyelenggaraan
hiburan, '

Pajak Reklame. Spungut pajark alas setiap penyelenggaraan
rekiare;

Pajak Penerangen Jalrn dipungut pajak atas se ap penggunaan
tenaga listril.

Pajak ‘Aineral Bukan Logam dan Batuan, dirungut atas seliap
kegiatan pengemb Ian mineral bukan logam dan patuan;

Pajak Parkir, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan parkir;
Pajak Air Tanan, dipungul pajak atas sotiap pengambifan dan/ atau
pemanfaaran air tanah;

Pajak Sarang Purung  Walet,  dipungut pajak atas kegiatan
pengamnilan dan/ atau pengusahaan sarand burung walet;

Pajak Bumi dan Baagunan Derdesaan dan Perkotaan, dipungut atas
sernanfaatan bumi dan/

setiap kepemilikan, pengunuads dan/ atau
atau bangunan:
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Bea Perolehar: Hal Ates Tanab dan Bangunan, dipungul pajak atas
setiap p.rolehan hak ates tonah dand atau bangunan.

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan vang disadiakar oleh hotel

dengan  pembayaran. termasuk  jasa  penunjang sebagal

kelengkapan hotel vang cifatnva  memberikan kemudahan dan

. .
Com AN an b n & i em w3

N

(2) Jasa penunjang sehagaimans  Ginarsut pana ayai .%, agaian
fasilitas telepon, faksirile. reloks, internet, fotokopt, pelayanan cuct,
seterika, transportas:, dan fasilitas sejenis lannya vang disediakan

atau dikelola hotet.

(3) Tidak termasuk objek Pajak tiotsl sebagaimand dimaksud pada
ayat (1) adalan
a }asatenuxntnngyn;vunnwavnng(ﬁs@hwxmunnkﬂm<ﬂph
Pemerintah alau Pomerintah Daaraiy:
b jasa sewa aparteien Londoeminiun dan seenisnya;

¢ jasa tempal o oe posat o pony iy atrar keoiatian
keagamaai,

doasa lempad Pl b Sy aakit o asrma peraweat, sant
;g”fﬁ_p~“Hnﬁwhuuwhw;wmmhﬂwwmffmvnr;mwh}SQCHS;daﬁ

o jasa bio SIAUSCTUSIACIR NN Y copahuoan wisnta vand
disclenggakam Ofel b tel o yang Gapa’ dnvanfantian oleb
LM,

: frasal 4

(1) Subjek Pajak Hoinl adalan orang prioact A badan yand
o

r
rnelakukan pembayaian wenada orang pribadi atau badan yang
ﬁWHKﬂSHhQKHHMOUﬂ

() Wi Pajal Bt T T A TR TA SRS TR IS TR IR RNR L RR S boadnm yana

mengusahakan o
Pasal b

l)asarunngonaun;mun$}nﬂw%utﬂwﬂxzwwahgnwuu“\Amnwabnlvnw

seharusnya dibayar poida hote

Tasal 6

T arif pajak hotel ditetapkan cobesar 10 Y% { sepulub persan;

Pasal 7

Besaran pokok Pajek Hotel yang terutang dihitung dengan cara

mengzlikan taril 5ebe Jaimana diy Aksud dalam Pasal 6 dengan dasar
e D emeal 5
alam Pasal O

N [ty

pengeraan pajak sal agamans dimaksud d

. . DTS . - .

igd faie

i -




Pasal 8

. (1) Objek Pajak Fostoran adaich polayaian yang disediakan oleh
restoran

. (2) Pelayanan yang dise liakan restoran sebagaimana dimatsud pada
ayat (1) meiiputi pelayanan nenjualan makanan dan/atau minuman

) vang oleh penidboeli, baik divonsums: drtempal polayanan masoun
! dikorisumsi di tempat b,

(3 Tidak termasuk obje  Pajak Rostoran sebagaimana dimaksud pada

) J )7 3] P
ayat 1) adalah pelaanan yang disediakan oleh restoran yang nilai
penjualannya ddak melebihi  Rp. 15.000.030.- pertahun.

Pasal 9

1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
membeli mak: nan dan/atau minuman dari restoran.

/
\

(2 Wajib Fajak Restoran adalan orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restcran.

Pasal i

Dasar ncngenaan Pajak Restoran adaiah jumiah pembayaran yang
Aiterima atau seharusnyo difenma restoran.

AY

Tanif Pajak | estoran ditetapkan sebosar 1090 (sepulih persen)

’ . ’ Pasal 12

- Besaian pokok Pajak Restoran yanc ¢ L0 A
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud daiam Pas ¢ 2ngan dasar

Tengeinanr naiak sehacaimana ¢ im .’lkf%l,if,f datam Foaasal 1
& )] N h

Paaal 13

i
(D=Dbjek Poink Lihuran adnial aon vanyaeienagaiaan tibaran dengan
dipungut bayaran

(2) Hiburan sebagaims o hmakens oado sval o crsiani:

a  wntonan film.

b. pagelaran kesenian, musi lan danatau busana,
¢ kontes kecantikan-! »mfzrf':;::! (an esicimany s

d. pameran,

e. diskotik, karacoke, kiub malam dan seemsnye

f.  <irkus, akrobat dan sulap.

) g. permainan bilyar golf dan hoirg,
h. pacuan kuda, kendaraan benmoetor dan permanan ketangkasan;
- ' pafﬁipu at/retiekst mandi tap/ e ﬂf“ ff” 1P¢B~:ér~~ f;ugtg
cerien, v.‘bw
. i perundingan olab g




(%)

(2)

(1)

) Jumiah uang yang scharusnya diterina
9]

Besa

a.

1. Golongan A scbaesar 207 («
7. Geiongan Al Sebesar
3. Golongan [3 cehesar 105 { v,"um? perser)

)
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Subiek Pajak  Hiburan Adalah orena pribadn atau
menikmati hiburan,

Waijib  Pajak thburan acamib oranG aribadl atair badan yang

menyelenggarakan hibiran

umlah uang yahg diterima

Dasar peagenaarn Pajak Hibuizn aca
lenggam hiburan

walah ju
atau yang seharusnya diterima nleh penve
schacaimana dimaksud
pada ayat (1) term? sulk polongan harga dan tikel cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa hiburan.

1 A

Pasal 1H
arrya tarif pajak untuk setiap jenis niburan adalah

Untuk jenis pertunjukan Adan koeramaian umum yang . menggunakan
Y g9

sarana film di bioskop ditetapican

dun pulab persan)

15% {luna belas persen;

Golongan B | sobrsar 7.5% (tujuh koma ma pearsen)

5 Bioskop mini seousar b e N 2opersem

m. Panggungg tertutuy dite fapki;

6. Bioskop ke\l.nq sebesar % U na persen)

Penyelenggaraan pertandingan olah raga ac jaleh sebesar 15% (iima
belas persen)A

Penyelenggaraan h'uran kesenian
pergelaran busana, xkontes kecantikan,
‘dua puluh pesen):
Penyelenggaraan hiburan
seperti  drama, s, Lf’!!!“t ,
melastarikan bud(:v Casional adalah sebesar hue (ima pers 2n),
Penvclenggaraan b 1h malam fiis:kotik_ KE!I'HO}'("?. fcunge ,af(j. DT,
pub dan 3(‘]("1 1SNyaQ wldnh sebenar 200 (dua pulih ’)r‘!a(-ﬂn\._

Bungt jump, sepos aie (ol siy) goekard, dan seicnisiya adalah
sebesar 10% (sepululy persan,

Permainan: bilyard dan bowling ditetapkan
persen),

Parmaman video oarnes D nenin e
dan sejenisnya diie lapkan sebesar 2 )"/« (dua puiuh persen).
Permainan golf ada,sh sebasar. 20% (dua puluh persen);
Ponyelenggaraan i buian Lerupa pant pilnt ditetapikan sehesar 15%
(lima belas persen),

Mandai Hap (steamupath) manar saine doay sepenisnya ditetapka
sebecr 18% (limat elas perseiny,
Pangguuo terbuia ditetapkan sebesar
N sebesar 157

heruna show, pergelaran musik,
dan sejenisnya adalah 20%

Lasenian  berupa  kesenian fradisional
jerisnya yarm bertujuan u:.mk

sehesar 10% (sepulun

| - PR - N M
oy KelangrRasan elekironik

Ay DY
10

saEn)

Permainan yana beradn ddnlam Aunia nta at wisala
Ly b by g

Jditetapkan sebesar [0 Taaatii g




(1) Besaran pokek Faja’. FHiuran vana lerutang diviting dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana cmasicsud dalam Pasal 16 dengan
dasar pergenaan najck senararana dimaksud dalam Pasal 15:

(N

4
i

(2) Pajak Hiouran vang terutang Jipungut diwilayah daerah tempat
hiburan diselenggars an. '

Pasal 18
(1) Obigk Pa ak Reklame adaiah semua penveienggaran rekleme

; Obick Pajak sebagaimana dumaksud pada ayatl (1) meliputi
a. Reklame papan/ hillboard/ videotron/ imeq: m(,m dan sejenisnya;
b. Rekiame kain

c. Reklame melekat, stiker

d. Reklame selecaran;

e. Reklame berjalan, termasu¥ pada kendaraan:

f. Rexlame udara:

g. Reklame apuna;

h. Reklamea suara;

. Reklame film/stide: da

;. Reklame peragaan

-

(3) Tidak termasuk sebayar objek Pajak Reklame adalah.

a. penyelenggaraan reklame melalul internet, televist. radio, warta
harnan, warta mmaauan. warla buianan, dan sejenisnya;

b, labelimerk Aok Vi P ledond Giavcdis vy ann ;,}'
diperdagangkan, yang beriunas unlitk membeadakan darn prod: k
sejenis lainnya;

¢. nama pangenal usaha alau profes yang

1

bangunan tempat usabia inn pmﬁ?:\w diselongg Zulk ) sesuni
dengan ketentuan vang niengalur namo penoenal usaha at
profesi tersebut;
d. }Jreklame yang dise
./ Daeah: dan
o rekiame calen anggota [“%"\)_ ")”"-‘ DPRD . dan Kepala Daerah
untux pemilihan DPD.DPEL DPRD dak Kepala Dazral.

enganrakae ol Demenntah atau Pemerintah

(U Subjek Poak Rerbane adalah ornng bl atan badan yang
menggunakan rekiaiae,

(?) Wajib  Pajak  Reklame “adalah orang pribadi atau badan vana
menyealenggarakan reklame;

(3) Dalam hal reklame diselonggrrakan sondny secws larorng oleh
orang pribadi atau hadan, Wajib Pajak Rekiame di a% orang pribadi
atauw badan tersobut,

() Dalar hal reklame disalcoqgaaralkon melbahn ook vehga, nilink ketign
tersebut menjadi W b Paojabk ek




(3)

/~
—a
~—

(2]

e

Panal 20

Dasar pengenaan Pajak Rokiono aviaid miss aovig ror ame

Daizin hal rékiane decionanan
reklame  sebagainzna dumacsud
beraasarkan nilai kontrak rokiamae,

Dalam hal rexlame diselenggacatan sendin, nilal sewa rexklame
sehagaimana dimaksud  pads ayat (] dihitung dengan
memperbatikan  fakior  jenic. bahan  yang  digunakan,  lokasi
penempalan. wakiu, jangka wakin penyelenggaraan, jumlah dan
ukuran med'a reklame;

Dalam hal nilai sewa reklaime sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui dan/ofaa dinnganp tidak wajar, milai cewa reklame
ditetapkan  dengan  menaijunckan faktor faklor  sebagamana
dimaksud padr ayat (31

Cara perhitungan niiz i sewa rexlame sebagaimana dimaxsud pada
ayat (&) ditetapkan de agan rumus sebagail berikut -

Jenis reklame % jumab reklame « ondeks lokas  nian strategis) x

ukuran media reklam 2 x jangka waktu penyelenggaraan rekiame. « e

Hasil perfutungan nifar sowa 1ekianie sehagaimana drnaksud avat
(5) diletapkan dengai: peralunan Walikota,
P

(]
{ f

ho

asa

Tarif Fajak Reklam: ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen);

Tarif pair k Redlame untuk 1enis rokok dan minuman keras dalam
bentuk tidiberd dai. bukan bidibord sebeser 35 % (Tiga uluh
Persen).

Pasal 22

Besaran pokok Pajal Peklame yian, coiuag anncanyg aeiigan Sara
mengalikan tarif seoagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan
dasar pengenaan pajak sebagamana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1),

Pajak Reklame yang torulang dipungut e ciinyah daerah tempat
reklame tersebut diselenggarakan

Pasal 22

Objek Pajax Penerangar Jaoian adaial ponggunaan ienaga listrik,
baik yang dihasilkan sendim maipun vang diperoleh dari sumber
lain:




(2) Listrik yanyg dihasilican sendir s;a:‘.‘f»z igatmana dimaksud pada ayat (D
meliputi seluuh pembangiat fis

(3)  Dikecualikan dain objek Pajak Pencranagan Jaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalab

2. penggunaan ienaga haitik olenh mmstansr Pemerintah dan
Pemerintah Daerah,

b. penggunaar tenaga list+ pacda tempat-tempat yang digunakan
oieh kedutaan konsulat <dan perweakilan asing dengan asas
timbal balik:

C. penggunaan tenaga st \ asikan sendir. dengan
kapasitas terentu yvanc tdak corncdonns T mn Ja0 Lastanist
teknis terkait; dan

d  penggunaan tenaga listrik lainnya vang diatur dengan Peraturan
Daerah

M)
—
O]
~
v}
9]

Dosnl 24

(1) Subjek Pajak Penerangan Jaian adaiah crana pribadi atau badan
yang davat menggunakan tenaga listrik;

(2)  Wajib Pajak Pencrangan oo
yang menggunakan lenagn itk

adalah orano pribadi atau badan

(3)  Dalam hal fenagn Hapik discdinaan oleh cumber g Waib Pajak

Penarangaan Jalan - alab ool tenans stk

,\‘
~—

Dasar pengenaan Puak Penctangan Calan adalab Nilai Jual
Te

enaga li:,trlk

-
N
~ —_—

Nilai Jual Tenagz Listric s2bagaimana dimaxsud pada avat (1)
Nada avar (4

ditetankan :

dalam hal tenaga lintnie bherasal darn cumber lain dengan

pembayaran, NMilai Juai Tonaga Listric adalab jumlah tagihan

biaya beban/tetap  aitambah dengan  biaya  pemaiaian
kwh/variabel yang ditagiioa dalam rekaning hatnk,

b. dalam hal tenaga hstrik diliasilkan sendin, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitm' berdasarkan  kKapasitas  lersedia,  tirgkat
penggunaan lir rik, angba o wokta pemakainn distrik, dan harga
satuan  listiile  yang  berdaka o wilayah o Daerah yang
bersang! utan

Pasal 26

(1) Tarif Paak Peneii gan Jalan ditelapkan sebesar 10% (sepultuh
perseny;

(2) Penggunaan tenaga stk dan sumber dain o oleh  industri,
pertarnbangan minyk bumi dan gas alam. tant paiak penerangan
ialan ditetapkan sebicsar 3% (liga porsend;

TR




o e SR a7l

(3} Penggunaar: tenaga lstrik yang  dilasillan sendii, tarif pajak
penerangan jalan ditetapkan sobasar 157 (satu voma ima persen.

Pasal 27
(1) Besaran pokok Pajak Pencrancan Jalan yang ferolang dihitung
denqgan cara mengal kan tarif scbagaimana dimaksudd dalam Pasal 26
dengan dasar pengenann pojak cobagamona dunaksud dalam Pasal
25;

(2) Pajak Penerangan .'alan yang lerutang dipungut o wilayaih daerah
tempat penggunaan tenaga stk

(3) Hasil penanmaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan
untuk peryediaan peneranaan jalan

P S 10
Pazatl 2¢

(1) Objck Pajak Minerz’ Bukan Logam dan Batuan adaiah kegiatar
pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliput;
a. asbes;

b. batu tulis:

¢. batu setengah permati,
d. vatu kapur;

o batu apung,

i bhatu permata;

o bentonit,

o dolomit:

1 leldspa.;

B P NN ST PR A RS FE N
! U(IIC‘.III [ ] \IICII!U‘-'
- f§-
k. graift,

I, granit/andesit;
m. gips,

n. kaisit;

0. kaolin;

p. leusit;

a. magnesil;

ro mika;,
<oomnarmer)

t. nitrat

ti. opsidien,

V. cker; ,
w. pasir dan kerikil:
sLopacih kaarsa,

v, perit,

. nhospal
aa.talk;
Lb.tanah serap (fullers eath,
cc. tanah uiatome;

dd. Tanah liat;

ee. tawas (alum):

)




)

(3)

—~
—

Kk mireral bukas locam din batuan nmnnyn sesual ketentuan
o) !

peraturan perindnng. dansan
Dikecualikan darn objok Paynk ’.\."l;n-:?rrﬂ.‘. i“:n:l«:s-;‘: L ooam dan Batuan

sebagaiana dimarsud padn s

a. kegiatan pengambitan e cm‘r;ém lo;;am dan bhatuan yang
nyata-nyata  lidar dinanioatian o secara Koinarsial, sepert
kegiaten pencambitan tanah imtuk keperluian mimah tangga,
nemancangan f1ang) patri/ielenon, DENENANT L kabel
listrik/lelepon, penananian pia ain/gas,

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan {atuan yang
merupakan ikuan dan qu*(m pﬁrtunmm\mm iainnya, yang
tidak dimanfaat :an secara komersial

Pasal 2¢
Subjek Pajak Minaiai Bukan Logam dan Batuan adalah orang

pribadi atau badan ;ang dapat niengambil minaral bukarn logam dan
bawan,

Wajib Pajak Minerai Puian Logam dan bBatuan agalah orang pribadi
atau badan yang mansambil pyneral bukan 1ot

1 ocan batuan,

[

Dasar p ngenani Pajak Minciat Bucan | ocam dan Botuan adalan
nilar iual hasil pengambilan mie ol bukan logam dan batuan:

Dol

Nilar jual sebagamans docabesud paca Syab ol Godody Gaagan
mengalikan \_ol'.mm/t(im;-xr;s: hasil pengambian Jdengan mlal pasar
atau harga standar masing-masing emns Taneral nukan jogam dan

2 I .
Jauion,

Nilai pasar sebagar wana dimaksud pada ayat (20 adalzh barga rata-
rata yang borlaku di dokase cetempal o \*.w‘z:s',/;m daeran
bersangkutar

Dalam hal nilar po
Latuan seuayai i
cicnnlan B
berwenang dabun
batuan.

it diperoleh r*mm

chetsommannn o yang

Tarif Pajak Minerai Bul an Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%
(dua pulth ima persen).  ~

1
(1

Pasal 32

terutare dihituna danann carn Aranaabban an paak sebaga Manag
dimakend  dalmen P aua‘
saataimana cimalesacd didnns Pl 5

Besarar Dokok f)fljf:ﬂ( Minsial Bokon bocant dan Batuan yang

fenoar e pongennan . paax
|
|




(2) PFajak idineral Bukon Logam dan Batuan yang tertang dinungut di
wilayel  dacrab mpsd pogambilan mmeral bukan !:)qam Garn
batuan.

Pasal 32

(1) Objek Fajax Parkir adalah penyeienggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan bherkaitan dengan pokok'usaha
maupun yang wuisediakan sebagai  suatu  usaha,  termasuk
ponyediaan tempat panitipan kendaraan bermator

(2) Tidak termasuk obiak pajak sebagaimana dimaksud paca avat (1)
\ ! 3 Y A
adalanh - h

a2 penyelenggarann fen < oleh Pemerintah dan Pemerinizb
Daeraf,

b. penyelenggarac.: fempat parky olen perkantoran yang hanva

digunakan uatuk karyawannvs sendin,

penvelenggaraan tfempat parkier olen keduican, konsulat dan

perwarilan negara asing dengan asas Uimbal balik:

.()

Pasai 34

(1) Subjek Pajak Parke adelah oeng pribadt vsu badan vang
melakukan panar kendarann hormaoetorn

(0 Waph ook Proasn ool ooy onibanh abas biadan VEN(
menyelenggarakan fermpat parkyg

Paanl 25

(1) Dasar pengenaan Paialc Parka adalah jumial pembayoran atau
yang seharusnya dibavar kKepacda penyelengaara fompal parkir:

(2) Jumlah yang seharusnya dibavar sebagrimaro dumarsist pada ayat
(1) termasuk potongou haragae povkan don pankar cama cnmia yang
diberikan Kepada pronerima asa park, ’

90

[y o}
Fasan st

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebasar 20 % (Dua puluh persen)
Fasal 37
(1} Besaran pokok Pijake Pariar vong ternsiacg didditung dengan cara

mengalikan taril sebagaimana cirmnksud dalam Pasal 36 dengan
dazar pengenaan cajel cobogannana dinaksud dalam Pasal 35

t

(2} Paj”l Parbir yang terutang dipnnaut Jhwilavah Dasrah tempat parkir
Lorlokatt o o




Pasal 38

(1) Objek Peojak An Tonah adaial pongambian dan/onn pemanfaatan
air tanan;

(21 Dikecuelikan dari obvek Paink An Tanzh adalah
pengambidan dan/awan pemaniaatarn air ltanah untuk | keperluan
dasar rumah tangoa. pengairan pertanian dan perikanan rakyat,
serta perthadatanr.

Pasai 39

(1) Subjek Pajat Air Tanah adalah orang pribadi alau badan yang
melakukan  pengambilan dar/atau pemanfaatan air tar.ah:

(2) Wajib Pajak Air 1 b adalah orang pribadi atau baden yang
melakukan  peng: nhilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 40
(1) Dasar pengenaan Pajak An Tanah adalah nilai perolehan air
tanah; :

(2) Nilai perclehan air sebagawvana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalanm rupiah yang _lilituna dengan mempertimbangkan sebagian
atau selurun faktor faktor bovikit

a jenis sumber o
D, ok sunber A
tujuan pengamoilan dan/atau pemantaatan air:
@ “volume air yanc diambii dan/atau dimanfaatkan:
e. Kkualitas air: dan
f. tingkat  kerusakan lingkungan  yang  Jdinkibatkan  oleh
pengamtilan dan/atau pemanfaatan air.

(2) Penggunaan fakior-fakion achagaimana dimabsud pada ayat (2
diresuaikan dengan kondisi masing-masing dacraly

(4) Besarnya nil2i perolehan an sebagaimiana dunaksud pada ayat (1)
ditetepkan dengan F eraturan VWelikota,

i Pasal 41
Tarif Pajak Air Tanah diiatapkan sebesar 20% (dua puiuh persen).
- Pasal 42
(1) Besaran pokok Pajalk Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara

mengaiikan tarif sesagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 40,

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dinonout o wiayven Daerah tempat
aw diambii.




Objek tajak Sararo by Vidle! codalah nenganibian danf/atau
pengusahaan sarar - burung vt

Tidak terteasuk objek panl o nammmana divskend pacda ayat (1)
adaiair pengambilan sarang buronma walet yang elzh dikenakan
penerimaan necara bukan pagmk (PNDBP)

Pasni 44
Subjek Pajak Larang Surang adalah erang privadi atau

badan yarng melakukan pengamibiian dan/atau mengusahakan
sarang burung wale:,

Waijib Pg,ak Sarang Buring Waler adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambian dan/atat mengusahake v sarang
burung walet.

Masal 45

Dasar pengenaan Yok Sarang Burung Walet adalah nilar jua
sarang burung wallet

Nijai jual sarang hurung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilitung bardas:akan poededian antara harga PASATATL UIMUNM SATANG
burung walet yang berlarn o daeraly vang bersangkutan dengan
voltime sarang burung walel

FPasal 46

Tarif Pajak -Sarang Bu-ung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

(1

L
N

Fasal 47

Besaran pokok Faj < sarang Burune Walet yvang terutang dihitung
dengan cara mengatikan tanf selbagaimana dimaksud Laian Fasal
46 dengan dasar pengenaal palak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45:

Pajak Sarang Bureng Walet  wvano ierutang dipungut dadlayah

dearah tempal poi omilalan dondalo pengusnainaan sarang burung
wallet.

) -

Pasal 13

ﬁﬂﬂék Pajak Bumi dan Bangunan i"erdesaan dan Derkotaan adalah
bumi- dan/atau  btangunan vyang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh crang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk  kegiatan usaha perkebhunan, perhutanan, dan
pertambangan;




]
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(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Paiak
Pedesaan dan Perkc taan adal: Ji obiek pajak yang .

a.

o digunakan untuk kKuburan. sopnhagaion

. merupakan hutan hinfung,

f digunakan oleh badan alau perwakiian lembaga

(?) Termasuk dalam pe wgertian bangunan adaiah

ialan lingrungan yani foriotak dalarm salu kKompiecs bangunan
yang marunakan

seperti hotel, pabrik, dan omplasamannys
syatyu kecatuan «engan komplels banmunar x-xf;e':;w,lu
jelan tol;

kOUﬂP[PFﬂWT

pagar mewah,

tempat olah raga,

galangan kapal, dermadge.

tamen mewah;

ternpat penampingan/iland minyalk,
dar.

-menara

air dan gas. pira minyak,

aka Bum: dan Dangunan

digunakan oleh Pemerintah dan Darrah untuk penyvelenggaraan

pemzrintahan;
slavant kepentingan umem h

b. digunakan semata-ma fauntek el ar

bidang ibadah, sosial keuchatan nmmhuuhm dan ke hudny"mn

nasional  yang  tidak <i;m:w\smmm, untul memperoien

keuntungan,
pubakinia, alan yang

sejenis dengan i'u,
Lolan saaia alam, hutan wisata,
fanah penggembalaan yand dhirvasal oien

taman nasional
hzhhnthw.h\ﬂlwll‘lhﬂ

desa, dan tanah neaarm yang

lersroemn bt Pl ark R

o bovy b

o digunakan olen penw. NI

asas periakuan timtal b o lnn
iernasional

yang ditetapkar, dengan perawran Menteri Kevangarn.
ak, untuk setiap wajib pajak

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Paja
= ruptah).

ditetapkan sebesar Rp10.000.0C0 .- (sey yuluh juts
Pasal 43

Subjek Pajak Bumi dan Banaguna Hedosann dan Perkotaan adalan
orang pﬂhadl?ﬂaLlﬂAUJl Vi ecarn nyatnomenpan suats nak
atas bumi dan/atau moempere: sl manfaat atas bumi dan/atau

memiliki,  menguasai, - danfatai e eroloh manfaat  atas
bangurnan '

Wayib Pajak Bumi dan Dangunnn Dedesoan dan froricol an adalah
orang pribaadi atau badun yang secara nyata mempunyai suatu hak

atas bumi dan/atau me smperolel manfaat atas bumi.  dan/atau
memiliki,  menguasal, dan/atau memperolah manfaat  atas

hangunan.

R'\,ﬂl 50

Dasar pengenaan Pojak  Pomy ol Bangunan Padesaan  dan

Perkotaan adalah NJOF"




(?) Besarnya NJOP sebaganrni inmabsnn poid cyan U ditetapran
setiap 3 (ligay tahun, kocoan vtk obiok paax terente dapat

dﬁehipkan:nﬂvu)\nhlusnuau”;d‘up;n:;mwk&nn/nmwal\wﬁuynhnya;

[

24 anelapan besarnya HNJOP sebhanammans pochimakaud nada ayat (2
! Y 2
Aditakiikan oleh /\/,1|11._f\1,1

Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebesar 0,3% (nol koma liga persen)

Pasal 52

Qesaran pokok Pajake Bumy dan Banaunan Podenann dan Perkothan
yang terutang dihitung dengan cara mengaiikan tanf sebagamana
dimaksud dalam Pasal 7 1 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 setelah dikuranai Niat Jual Objek Pajak Tidak
{ena Pajak sepagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4)

Pasal 53
(17 Tahun pajalc adalab anaka ki o snt i walendar

(27 Saat vana mencnfukan pones yone teruand ardatah menurut
andaan objek pagi pocda naend T Jnnan

() Tunuxﬂ;ﬂfﬂkynng‘wuumnq;rhﬂuﬂvnxwunuﬂxﬁ\ raby vang mealinuh
letak objek pajak

{11 Pennataan dilakukan dongan mengginakan SO
(7) SPOP sebagaimana dimaiesi! pada ayat b barus dusy (‘Jmngﬂn
jelas, benar, dﬁnl@dg(ﬁ)FVﬁﬁ;rmﬂﬂﬁMHHQHﬂ!dﬂﬂ'Hﬂmﬂpaw
kepada Kepaia Dacrah yany Vihlnvah keranya mz-‘?imu‘: ictak objen
pajak, selambat-lam*at ny] 30 thga putuhn bhan kerja sewefah tangua!
diterimenya SPO anh cubyel naai

(%) Berdasarkan  SPOP, Kanals Yaerah  menerbitkan Sura
0.

Pemberitanuan Pajak Toratanad

(2} Walikote dapat mengeiuarkan - Sural Ketetapan Pajak Daerah dalam

hai-hal sebagai bernkal ‘

A Surat Pemberitalian Objole Pajak sebagammana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) tidak ci:ammik?” dan setelah Wajib
Pajak ditcgui secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
diteptukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pem(:r.kgaan awnil rel
jumlah pajak yang terciand lehih besar dart jumiah paia
dihitung berdasarkan muras Comberiteniuan Objek Pajak

srangan lam temn ]'a a
} yang
y H‘lu

disampaikan olen wajph pamk




Pasal 56
(1) Objek Pajak Bea b eiolehan rax aas Toanah dan Bangunan aualan
Peroiehan Hak atas Tanah dur/atau Bangunan:

(2) Perclehan Hak alzs Tanab danialau Eacgunan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meipit
a. pemindahan hak karena -

) qual bei;

) tukar menukar

) hibah;

) hibah wasiat; N

) waris;

G)  pemasikan dalam porecronn atau bhadan hukom laim:

7y pemisahan hadlo yang mengakabathoan porahia,

8)  penunjukan pembaoln daiam felang,

)y pelaksanaan putusan hakam yarg mempunyar kekuatan

hukum tetap:

10) penggabungan usaha

11) peleburan usaha:;

12) pemekaran usaha: aau

13) hadinh.

b pembernian bak barg ko
1) kelanpudanrpelepasan hoda ctan
2)  difuar pele sasan hak

(.-} Hak atas tanabh sebaganmana dimskaad pada ayat 1) adalah
1. hak milik;
b, hak guna usaha,

AN

c.  hak guna bangunan
d. hak pakai;
e, hak milik atas satuan rupyo suaen: dor

-

hak pengelolaan

Ay Objek pajak yang bdak dikenakan Beo Derolohan Hak atas Tanah
dan dangunan adaiah ohiek pajak yang . !15,)ero|f>f" '

a perwakilan dicomatin dop Roncalat boerdnsarkan asas perlasuan
timial balil;

b, negara untuk penyelangagaria poeroen e callzatdl Untuk
peszksanaan pambangunan gunza kepentingan wmuom:

c. badan atau perwalilan lembaga nternasional yang ditetapkan
dengan Perb dran Menter KF"IJHH{}I'HI dengan syarat tidak
menjalankanr usaba atau melakulan kegiatan lan diluar fungs
cdan tugas bhadan atau penvakilan crganisaci tersebut:

dorana pribadi atau Padan kacrena konverss bak atau karena
perbuatan fHiur i inm denagan Goak adanya peruahan nama:

e. orang pribadr dau Badan karena o wanal c1;‘w

i orang pribad: atau Badan yane digunakars antek kepentingan
ibadah.




(1) Subiek Pajak Bea Perolenan Foak ai faiih Ay Bononnan adalah
crang pribadi aw@au Qaaan yeag mormpenien a< as Tanah
dan/atau Bargunan,

21 Wajib Pajak Bz2a Pe-olehan Hak as Tanat dan Baneanan agatan
orang pripadi atau Bardan yang mainpaoieh Mol atas Tanah
dan/atan Banqunan

2

(1) Dasar pengenaan Bea Porolonan Halo aias Famaly den Bangunan
adalah Nilai Perolehan Objek PFajaks

(2) Nilai Perolehan Objel /i cobhagannnnd dirmakstd pada ayat (1),
dalam hai:
a jual bz adarah nAatgs uAansaKs:
ko tukar menukar agalan nilat posarn,
¢ hibah adalah nilai pasarn
d. hibah wasiat adalah nilas pasar
o warls ~dalah nifai pasar.
¢ nemasukar, dalam poserenn alatl boacian ko lamnya adalah

nital Prsarn,
¢ permisahan hak vand mcneakihakan Doranhan accuah nital pasar,
v poralihan hak  Karcha polakaonaan putasan Badiim yang
memptinal Kokuafan b g Aciaih DAl pasal

[ pemberian hok s atan k) cobhaaal  kebnnjul
pelepasan hak agatah mba ey

. pambernan hak haru alas hanah b Geden e T acimpah nial
pasar,

k  penggahungan usahn adaiah nitar pasen

L pe\ebdran usaha analaih niay pasa

m. permnakaran usaha adatah iz pasan

n. hadiah adalah nilai pasar, daniatan

0. penunjukan pembeli datan olang adatat een Lansakst yana
tercantum dalam dgainh lelnng

N N
iy oAl

() hka Nifa Cerolehan Objek sl cebhaormandg dimaksud pada .
(2) hurut a sampal dengan horf o tidak diketahur alau lehin rendat
garipada NJOP yang diqunakan dalam DENGENAGN Paiak Burmi da
Bangunan pada tahun teradinys porolunan. Aaco pengenaan yang

divakal adalah NJOP Paiak Dy i Pangunan,
{4y Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp60.000.000,-- (enam puluh jutla rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak; i

Datam h2l perclenan hail karoena warne vl Hieah wasial yang

‘»

diterima  crang pribadi /ang masih dalam bubungas keluarga
sedarah dalam garis ketuianan wrue setu derajal ke atas atou salu
derajai ke bawah  donsi Dbt hibah  wasiat, termasuk
suamiistri,  Nilai Cerelohan Ol PTENER

ditetagkan sebesar Rp 260000 A00 - (tiga ratun

N

S N e o o i UL
TR ena AR

a rupiah);




R PN b T P Ve [ R Sy [T i . . e e
Tardf Bea Perolehan Haauns vinan o wp b lapon neha sl

O/

AN

0

N
N

(lima persen)

Py T v NI R N IRt b I
Comnd

Besaran pokok ez Do tne o nd iR
rerutang  aiitund e sn i T Y R T AR AR
dimaksud dalam  Pasal 50U donann ddmaar pe
sebagaimana dimnakencd dotn Bonm e ave b Coonct et dikurangs
Mital Perolenan Objek  Tajak Dilab o Wona Yojak sooagaimand
Aimaksud daiam Pasal 58 yat o

AR PaAk

R T ate [ 4
Pl /r'\ﬂ'\] eruana
N v

2ea Perolehan Hako alas ,
dipungut di wilayah dacrab tenepat Tapah dancatau Bangunan

4

Pacatl H1

Saat terutangnya pajak Boea Seaotehan Hak w

Bangunan ditetapkan untux

a. jual heli adaiah sejak tanoqet dibnad
akta

b, {ukar-menukar acialiah LA
ditandatanganinya axtin,

~  hibati adalah sejak tanecged diat don cinandatennanmya akla)

/1 hibah wasial adaah soink tanaal dibuat don dithndatanganinya
akla;

oo waris adalah sejis nagal vang hereangkuan mendatarkan
peralihan aaknya ke kantor bidang pertanahan.

{ pemasukan dalam perseroan atas badan hukum tannya adalah
scjak tanggal dil. iat dan ditandatoaganinya akia,

g pemisahan hak vang mengakibatkan seralihan adalan sejak
tanggal dibuat d in ditondatanganinya aktn

b putusan b.alkom dalal sejak tanggal putusan pangadian yand
mempunyal kekuatan hukun vang tetap.

i pemberian hak hoarie atas Tanah aebogal kelanjutan darl
pelepasan nak adatah ceiak angoal diterbitkannya  surat
keputusan pemhenan hik

. pembenan Bk oarin s pebepisan ok aoaiah cejak angae

")
o
oy
~
A
o)
Y
Ay
-
>
~
<
0y

diterbitkannya soral keputusat pomboding hae
k. penggabungan usahin  adalah sejak teroaal aoued dan

diiandaianganinga akin,

! polehuan iseha cednbaby el Pl b aan
dita datangainmya ok
m. peiekaran coahn o adoinh o sepes Canaoal o coual dan

citandatanganinya nidd

n nadiah adalah o ejak eyl dintal dan diandatanganinya akta:
dan

0. lelal.g adalah seiak 1anaga penunjiukican pomanang lelang.

Pajak yang terutant o
hak cebagaimana dimaisic




Pasal 62

(1) Pegabat Fromnbual Ak oo, xw’l EIEUN R EEOR RV PRSI LRV AR T AL R RERAR M PR
akta pemindanan Hak atas fanah o o SRR AIUEHIS
Pajak menyerahkan b kil {wml,(qv IR IS IS

‘7) Kepala kenior vang meinbicianan pielinan Iciong sonara hanya
dapat menandatangani risaiabh fonng Dorolehar ik oins Tanan

dan/atau  Rangunan  col-nh Vo g e 0 e SN
pembayaran pajak;

Kepala katrlor bidang  oedanahen ey aapat reakukan
pendaftaran Hak atas Tanah atau :.wor*.\,ia taran Deraliber Hak atas
Tanah s< elah Waik 2aink wanyerahkan bukl parbays an pajak.

/q
(8]
Nt

o~ e~ !
F) ‘()rlE U\;

Pejabat Pembuat  Akta Tanahddotars - dan kepain wontor yang
membidangi pelayanan lefang negara aeianorzan pemi Loatar akla atau
risaleh lelang Perclehan Hok atas Janali danfaiau Bangunan kepada

Kepala Daerah paling Jlambsl pada rangoal 10 (sepuluhy bulan
berikutnya.

Pagal 64

Sistem dan prosedur pemunautan Ben Porolebhan Bak Stan Tanah dan
sangunon diafun icoih [anjut denagae (Voo an YWnlzoln

Poaan 56

(1) Pejabat Pembuat Akt f.ll‘ezm‘s’\lv\?.:1:":'4 ANLOT YR
rnembidang! peiayauah delang nenard Vana
sebagaimana dimaksud u.fllfl’ﬂ Prasal :
dikenaknn sanksi admimistratf beripa \'!ﬁ;'w“a‘; 3

1

(tfuyuh juta lima ratus ribw rupmts NIEHEIE S

IPae + -
oa@rnan

St (7))
) ey

g 800660 -

(7) Pejabat Pembuat /kin oo bt o Fonsda i \;/;gr-[‘
membidandgi pelaywian el ey REREITRTEN '
sebagaimana  dimaksuil dali ’ BICEEN
administratil berupa donda
pulub ribu rupiai) untuk setiap Fiporon

(3) Kepala kantor bidang nopanabian yang enland xetentuan
sebagaimana dimaksud dalam 2asa] ST ayat o0 dikenakan sanksi

sesuai dengarn ketentuan poraiinon s G adaTg s

Pasal GG
Masa pajak adalah jaingia vkl vand nnanya o fsatuy bulan
Kalender atau jangke okl G oyang dialie dhenaarn Peraturan
Valikota palina lema 7 bnag i boterrlen ',f:;r/', menjad, dasar
DHOI Woj b pajdk yniuk mengoiting, manyetor dan melaporkan pajak
yang terliutang.




pal il
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak dilarang dihoronakan:
Setiep  Wajin Pajak wvaph ~embavar Paak yang t=rutang
berdasarkan penc apan waolikota atan dibaya sendi cleh Wailo
Pajak tardasarkan peraturan perundana- ndanian perpajakan:

Jenis pajak yang dioungut berdasarkan penetapan walikota adalah
4  Pajak Air Tan:

b Pajak Rekiam

c. Pajak Bumi Ao Bangrinan acesasin dan Perkotaan

Jenis Pajak yang cibayar senchn oleh wajb pajak adalah
a. Pajak hotel

Pajak restorn.

Eajak hinvuan

Pajak panarangan nian

Paiak mineral ko oo R Dan

P*j'}kpf»rkn'

daja saran AUy A

(3 perntehal hoc s Cyahy o honaeinan

Pasal 68
Wajib  Pajalc yang

wahkota d\bfi\j’;u
dipersameran:

Dokuwnen {ain
ayat (1) serupa «

Setiap Waph
waph rmengist o

Khusus untuk

SSPD sebavainani
SPTPRD;

SPTRD sehagan ana dimatsud ayal (1) harus diisi dengan benar.
jelas dan (ennkap  soro ditandaianogant oieh wajib pajak atau

kuasanya,

SETPD sebagaimans cnnokesd ayat U hanus Jlsampaikan kenana
viahikota aobahat-ae botoye o e Codctah herst iy amiang

paiak




(2

) Bentuk, isi dan tata cara pengisaen SETRD gt dengan paraturan
walikota:

Pasal 7G

1) Wajib pajak vang memenuhi kewajiben rperpajakannya dengan

dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dal

am pasal 69 ayat (7)
dibayar berdasarkan SPTPD. SKPOKE. dan/ atau SKPDKET,

\

) SFTPD sebagaimanra dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) digunakan

untuk menghitung, memperhiturgkan, menetapkan dan melaporkan
pajak sendiri yang terutang.

Pasal 71

) Tatacare penerbitan SKPD atau dokumen Iain yang dipersamakan,
SPTPD, SKPDKB, SKPDKRT sebagaimana dimaksud aalam pasal
69 ayat (1) diatur dengan peratin wibikat

) Ketentuan lebih  lanjut  mengenal  tata cara  pengisian - dan
penyampaan  SKPL  atau dokumen Jain yang dipersamakan
SPTPD, SKIFNKE dan SKPDKBT scbagamana dalam pasal 69
ayat (6) diatur dengan peraturan waikota

Pasal 72

Dalam jangka wartu 5 (ima) tahun =esidah saat terutananya pajak,
vana dibayar sendiri, walikota dapat mencrbiikan
a. SKFPDKB dalam hal:
1) jika berdasadkan hostd pomorihsann atan keterangan e,
pajak yang terulana tidak Sstau kumang dibayar
2) jiKa SI”Ii’H tdak disamp, wk;m 'm'*;r\d;l walikola dolant jangka
wakty 7 () hart dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada wakiuirya sebagamana ditentukan datam
surat teguran;
3) jika kewaiiban menpgist SETED Ldak dipenahis paiak yang
- toritana Aihitng secara jabatan.

-

b. SKPDKBT iiva ditemukan data baru dan/uiau vong semula batum
terungkap yana menvebablkan penambahan jumlan pajak rang
terutang.

C‘KD”‘N jika junl ook yang leruiang fama besarnya denofm
onlah kredit por x alon Beiad tosoiang i hgoy a0a aenit pal b

o

(2)Jumiah  keku.angan  pojak yang  terutang dalam  SKPDKS

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan sanks ddministratf berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dan pajab yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu pafing fama 24 (dua pufuh empat) bufan
dihitning sejak saal terutananyn patak




P

—~
D
——

—
r_
Nl

Jumidah  kekurang FSIY
sebagaiman: diversud pada
ad-ninistratif berup.,. konalkan

jumleh kekurangan caak torsabui,

 dikenakarp c‘w

Kenatkan sebagair - na dimaksd nada avat (3) tiaak dikenakan il
]

Wajib  Pajak melporkan serdinn ssbelum diakukan  tindakan
pemeriksaan.

Jumlah  pajat vea g G calam SKFDKB sebagaimana
dimaksud nada avat (10 huarot a0 angka 3 dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua_puluh lima persen)
dari pnxok pajak ditambah sanksi :'1('.-z‘r'um<lm*.|f berupa bunga
sebesar 2% (dua pzrsen) sebulan dibhitung dan pajak yang kurang
atag terfambat by yar omtok pogka wakle paling Jwnn 24 (dua

1.

pulub empat) bulan dinitung sejak cant ferulangnyae pajak

oantan Koedan

Surat tagihan Paja

)

Kepala Daerah dapay mencrbiican STPD ka

a. pajak dalam tahun berjalan tdak ata: kurang dibaya

b. dari hasil penelittan GP L tordapat kekurangan
sebagal akibat sawah fulis dar/atau salah hitung;

c. Waglb - Pajak dikenakan  aonksi admunstrai! berupa bunga
adan/atau denda

| pembayarar‘.

Hdumlah kekuranagan pajak vang weiatana daiam STRPD sebagaimana
dimaksud pada aval (1) huruf o dan hurat b dithembab daengar sanksi
adrvinistratif berape bhunge soibvsar 270 (dua perseny setlap bulan
untuk valing larmn 8 (lima bolosy boien sombe saal teralanginva
pajak.

SKPD  yang  hdak alas b 1(“, Hoaver  sotcian jolir amno
pempayaran dikenaan sankar admin _;n;mr Couna Dunga sebesar

30/ Ty
<.

Y% {aua persen selutan dan «!rw:(';:!v el ST

Bagian Kelige
Tata Cara Pamibavaran dan Penagihan

'

Pombayaian pogab dhikciom b enn oot g iempad inin vang
ditungule olehy YWahiko! \';m Stentiheen oy SR S D
SPTPD, SKPDKB. SKPDRET i TP0

Apabila pembayaran poak dilakukan ditempal iz ditunjuk, nasi

panerimaan pajak haris disetor ke !-<.a" D:;»;*.rf;m melaiui Bendahsre
Penersmaan Diras Cardavatan, i"‘v“f‘")tf“ul:—z;—'z” Tanaan dan Aset
(DPFKA) Kote Fagar Adam wl»m.w’ Prbatoya 1oy 24 jam atau
dalam waktu yarg ditentakan oiah W alitota,
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(1)

—~

Pembayaran Faax ':n_"):‘{,;z’.ie"“f"'"‘ crnamoot sanaa cyal () dan ayal
(2) dilakokan dengan msnaa

Pasal 75
Kepala Dacrah menentuken rgaa jatah immoo pembayvaran dan
penyetoran paja% vang mrvﬁmq rwl'rn, lama 50 {tga puluh) han
karja setelah saal terulangnya pajak dan pabng lama 6 (enam)

bhulan sejak tanggal Jitermanya v—‘[‘ Gleh AW ann Dalaks

SPPT, SKPD, SKPRDKD, SKPDKBI STPL Surat Keputusarn
Pembetulan, Surat K@pﬂu;'nv Keberaten, dan_rutusan Banding,
yang menvebabkan jumilah pajak yang haris Jta«ar bertambain
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunast dalany jangka
waktu paling fama T (satu) bufan sejak tanggal diterbitkan

AL~

Kepaia Daerah atas paornnohonan Wanb Paak setelah memenuhi
persyaratan yang dii2ntukan aapal memberkan persetujuan kepada

Wajib Pajak uniuk mengangsur 2tau menunda pambayaran palac.
engan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen: sebulan

Ketentuan ebih lanjul menganal taa cara )tVTﬁ)AyaraU penvyeiorac
tempat pembayarar  angsurarn. dan penurndaan pambayaran pajak
diatur dengan reraturan Kepala Daeran

Pasal 76
Pajak yang ferat ng  berdasarksn SPPT SKRPD, SKPDEE
SKPDKE T, STiRD, Hural lx putusan Pembetulan. Surat Keputuszn
Keheratan, dan Puusan Banding yang tidek atau kurang dibavar
oleh Wajib Pajak pada wakizn':y-,-a dapat ditagih dengan Sural Paksa:

-~ M 1o ~ S N B TS N R R B R -~ el e el ey
Penegihan pajek dengan Swat Paksn disksanakan berdesakan
eAarAatiiran mare sl s Rl o L Ta it
'JCIGL\JI:JII }JCI |l‘JClIIJ‘UIl\Jx‘_‘AHSO"

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 77

Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada VWalikota

ata:l pejabat yang ditunjuk atas suatun

a. SPPT,

b SKPD, -

c. SKFDKE

a. SKPDKBT

e SKiDLB;

f.  SKFDN: dan ;

a. Femotongan atau pemunguian olen pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan pzrpajakan caerah.

Kebaratan diajaican secaas et daion banhann ndonesi denagan
diseitai alasar-alasen yvang jelas,




(0)

(2

—~~
—

B

Keberaten harus dizivkan daelam innaka wekiu pahng lama 8 {tiga)
bulan seiak tangg: surat tmoaal pernctonoan atau pemunguta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecual pka Viape Pajak
dapal menunjukkan hahwn janaka vkl i Heink dar o cipenui
karcra keadaan diivan Sebanssonnyn

Keberatan dapat diaguban apaniia WWoph Dagnr delah membayar
’ 4

paling sedikit sejuimic b vaneg telon disclupu Wapt, aiak

Keberatan yang tdak
dimaksud pada ayat (
dianggap sebagai Surat

1) narsyaraian  sebagaimana
) ayat {2y, avat (3), dan ayal (4) tidak
Kehorian sehingaa tidak dipertimbangkan;

Tanda penerimaan surat Kol
Daerah atau pelahot yang diun) ‘

keberatan melaiui  surat  pos  tercztal
penerimaan surat keberatar.

Hhoriean oleh Kepaa
La pengiiman surat
sagal tanda buki

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 dua
sejak tanggal S keoperatan (fiferimns I s
atas keberatan yang diajuin

' N

Koputusan  Wailkola  dthas ey raian Gapat Dorupa menerima
seluruhnya atau sehaman, menokadc alau menambah pesarny
najak yarg leruiang,

Apabila jangka waklu sehagainiana diminkaud pada 99 (1 {elar
lewat dan Walikota tidak memben sty keputusan, l\r; ~ratan yang

i Yansd
dinjukan tersabut dianggap dikabulkan.

Wajib Pajak dapat mengaukan permohoenan banding hanya Kepada
Pergadilan Pajak terhadap Kepuiusan mengans 11 keberatannya
yang ditetapkan oleh Walikots

Dermohonan  banding  cebhoganmana dimaxsud  pada ayat (i
diajukan secara feriulis dalam bahasa donasiy dengan alasan
yang ieias dalam jangka wakio & (higas Luian seak kepuionsan
diteruma, dilampin salinan dan suial kepuiusan koberatan lersebut,

Penagniuan  penmchonan handing  enanug uhkan  kewajiban
< J ~ NV ol
-1 i

membavyar pajak sampor dengan 1 satun bulan sejaK tanjga
penerbitan Putusan Banding

D -
P CEar ¢

RSy

Jika pengajuen keberalain atno penmonhonan banding dikabulka
sebagian  atau  seluruhnya,  Kelebian e arnbayaran  palak
dikembalikan denga ditambab imbalan bunga sebesar 2% ‘dua
pereen) sabulan antet paiing tan 24 {dus piotan empaty bulaw,




.
)
V)

o\
D)

(1)

()

(i)

(<)

)

(:2)

A

“sebagamana dimasud pads ayat 0

Imbalan hungs sebagairmana dnnnbend naen Ehdiniung seex

putan pelunasan sampai doncan G btk nryn SERDE R

Dalam hal keherata,i W “auab cdolak otaw dkargkan ‘ac—‘ha(”’f‘,\
Wajib Pajac divens sanks adnmmsint! hompa donda sepes:
(lirna puluh pereen) darn junviah oay heilnsarkan keput
keberatan c.rurangl dengan pacx telohy dibayar seboiom
mengajukan keboratan

Daiam hal Wapb "ok mongoguian pemmohonan banding, sanksi

agministratif berura denda so Hzmn 'UH narsang

Dalam hal permachonan banding Jitola. atau dkabulkan e 2bactan.
Wegi Pajak diker i sanks adnstiostil Soronn denda sebesar
100% (seratus persen) darl iumiah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikirang dengan poembavaran ook vang zlan dibayar
sebelum mengajuhan kebearatan

Bagian Kelirma

Fengurangan Keringanan dan Feinbehasan Pajak.

3

Dengan alasan totonin WWankon cisa Dot VANG  dunjur
berdasarkan  permohonan wapb  pajak danat memberikan

pengurongan, kerinaganan dan sembebasan atas pokok pajak:

Persyaratan serte: taia cara pemberian pengurangan, keringanan,
CE_‘q perahebasan

tak sehagzimmans dimoiesd nada avat (1) diatgr

t
J
s

0.
le r‘ lanjut de n Peraturan Walikola
Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penahapusan stau Pengurangan Sanksi adminis.raur

FPasal 82

Atas permohonan Waph & oyak gl koaoonn j'-!%';“:w;;ny'rz \;“,’a?i"-z"‘a’s
dzapat membetulkan SPPT. SKPD, SKPDKEB. SKRPDKET atau STED,
SKPDN atau SKPDLB vang dalam ;_)enerblt.zﬁx.":r;ya terdaps ’L
kesaiahan tulis H"w/i Cokesalzban hturg dandstau kekeliruan
penerapar  kelentuan  dertcniu dalam peraturan perundan Jof
unuawga'w perde Kan dacraty,
o
K(‘Pal] Daeraiy dapat - ‘
~mmenqurangkan atau menghanusk arkse administratif berupa
bunga, denda. dan kenakan : ana lergtang menurut
peraturan perundang-undangan pernagjakan daerah, dalam hai
sanksi tersedul dikenakan Farena bekhilaian Wajib Pajak atau
bukan karens ?\':f.ﬁninh:,w:1:;:./';»"».
D, mengurangran  atau v g DI,
SKPDEBT atau 570D ‘“&“t N st a“ "'a"‘,'.__i':"‘, vanaidak benar,

C.oMEeNg arangran atia membaiadi,

C__

ar

gn

SRR SR
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4. membataikan he~ib pementsaan awu ketelaparn pajak yang
diluksanakan atau diterbitken tidak sesunr dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e menguiangkan ketetapan paink terutang berdas ~ai'k:ar‘|
pertimbangan kemampuan membayan Waijits Dajak atau kendizd
tortentu objek naaic

Keteptuar lebil lanjul mepooia e cara penglirangan atau
E

pengbapusarn  sa nksi admimistratii dan pengurangan o a@u
+
t

pembatalan ketelapan pajak sebagaimana d'ma ksud prda ayat (2)
dialur dengan Peraturan Walixnto
BAB iV N
PENGEMBALIAMN KELERIHAN PEMBAYARAN
Pasal 83
Atas kelebihan pembaymon Pajak, Wailb Damk dapat mengapiean

permohonan pengembatian kepada Walikota:

Walikola dolam jangka wakiu paling famsa 17 fdua be
sejak diter lmanya p(—:rr rohonan nengembalian

pembayaran Pogak sebhagamana (60 alcand pada ayar (1) harus
memberikan ke ,,um AN

Apabile jangka wakti sebagaminna domabesurd poada ayat (2) wlan
dilanpaui - dan Walikoty sk mernhonkan sualy kKepuluasan,
ponnohonan ponaembatinn pembay oo G RTINS 1
dan SKPOLE atau SKIDED tenus diterinthan dalany angka Wakiu
paling lama 1 (sata) bulan,

Apabila Wayib  ajaic mempiiina S Papak dannya, Relebihon
pembayaran Pajak )cb gmwmn:n dimaksud pada avat (1) @angsung
diperhitungkan untomelunas oriebil diahin vtang Pajalo tersebat,

J

Pangembalicn  kelebihan pompayeran Pk sobagaimizng

dimaksud pada ayat (1) dilahﬂmn (i;‘ahm Ja"f;k Y wakiu paling lama 2
(dua) bulan sejnk & erbiikannya o CLB atau SKRDLE.
Jike, pengembanai. kelebinan pombayaran Pank diak
g !
lm\_A at p) (fjll:,‘) l’y‘»)‘l‘a . \'/\A'f-\fllf'\._fz TN vl\ nl an ylﬁ\‘r'\‘:ia{‘\l

204 (dua persen) sebulan  Atas Koleriambatan pembaysran
I3 /
keiebinan pemiayarin o,

Tals cara penaeimibaiian kelenihon b ambayarsn Pajak sebagaimeana
dimnaxsad pida ayal (1 dinton dengan i’(:r:an,n;u': Walikota

3

FiAP N
KA DALUWARS A PENAGIHAN

f’ tH w!l 34

Fiak unuk inedakikan nenacinns Fupak ejact kedaliwars.
.

selelalh metampaty warhe Ty fahn erhitung sejak
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(4)

A
3
2

oA
\ ?>
.
Lo

terutanynya Pagak Kecund anabila Vianh Tamk melacuhan tinoak
1 4
pidana di bidang 0 o an dacrah

Kedaluwarsa penaginan Pajak sebagaimana cnnaksud pada ayat

(1) tertangguh apabua -

a. diterbitkan Sural Tequran dan/atac Surat Paksa; atau

£. ada pengakuan utang pojak dan W
matinun bdak langsung

ajlo Pajak bak langsung

Dalam ha' diterbiti-un Surat Teguran dan Sural Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayz (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihittung
sejak tanggal penyampatan Surat Paksa tersebut

Pengakuari vtang Faak secara mngsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengarn kesadarannya
menyatakan masih oompunyaei alang Pajak dan belun melurasinya
kepada Pemerintahy Daorah,

Pengakuan ttang s=cara bdab dangsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurur b dapal (i!ii/».mal‘n_u dar pen )ajmn ,)F...N,qu. an

angsuran atau penundaan pembayaran can nermohoenan keberatan
olel Wajib Pajak

Fitang Pajak yang tidalk \ J.{i(’p <arena hak untukx
mclakaican ponoe gl oo o dndaor s dhaped dibapaskan,

Walikota menctapion Keputusan Denchapusan friutang Paiak kotfa
yang sudah kadaluawarea sebagaimana dinaksud pada ayal 11y,

Tata cara penghapusan Di““*"vl Pagnic vang sudah kadaluawarsa
diatur dengan Perafl ran Waklo

BAR ]

e DEMBUKUAN DAN PEMERIKS AN

Pasal F6

Wajib Faak vang melakokan aanha dennan omcet palng sedikit
Rn300.000.000,- {tiga ralus  juta apiahl o per tahun wajib
menyelenggarakan pemburuan alav pencatatan

Kriteria Wajib Paalc dan oonentuze besarmn omraet serta tata cara
Bl

nembahuan atau ;w:—’rn(:rwn?zm cobagymann dimabkoud pada ayat 1)
diatur dengan Peraturan YWahkota

Paani 57
Walikola berwenang nelakukan  vemeriksaan  untuk  mengui

kepatuhan pemenuhan kovajiban perpajakan daerah dalam rangha
melaksanzkan peraturan perundsng-undznean perpajarkan daerah;




(%3 Waijib Pajak yang diperiksa winh
a. memperlihatkar, dan/atau maminamian buku ateu catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dotumen lain yang
berhunungan dengan objek Fajak yana terutang:

b membarikan kesempatan untuk memasuki tlempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan emberikan bantuan guna kelancaran
perneriksazn, dan/aiau

c.  memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lan.ut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur
dengan Prraturain Walikota. b

BAR Vii
KETENTUAN KHUSUS

i ~ 2
Pasal B8

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kenada pihak lain segaia
sesuatu yang dike ahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangt 2 jabatan atau pekeriaannya untuk menjalankan

ketentuan perature n perundang-undangan perpajakan daerah;

(2 Larangan sebagamana Aimaksud pada ayat (1) beriaku juga

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daeran unluk

membantu  dalam-pelaksanann ketentuan peraturan peruncgang-
undangan perpajakan dacratn

(?) Dikecuriikan dari betentuan sebanainara dimaksnd pada ayat {1
dan ayat (2) adalah

a. Pejabat dan tenaga ahli yang horindnk sehagal saksi atau saks:

AT

Qi

b. Pejebat can/atav tenaqa ahli veng ditetapkan olzh Woanhota untal

meriberikan k erangan kepade pujebdi mindta neuara atau

mnstansi Pemeriatah yang noiwenana malarinan pemernksaan
dalam bidang keuangan dacrai

Ao -l

P N o L Pl ilevas s
arattt O .aat 4 }J\;H\dc‘l\uurxu

1y Untuk  kepentingas Naerah, Walivola barwenang member izin
teriulis kepade pzjabat sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan
teniage ahli sebagamana dimaksud pada ayat (7). agar memberikan
keterangan, memperlihatkan bukl tertulis dar aiau tentang Wayjio
Pajak kepada pihak yang ¢ ERIRTIEES

(5) Untuk kepentirga pemenksaan pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas pormintaan hakim sesuat dengan Hukurn
_Acara Oidana dan Huken Acara Perdata, Kepala Daerah dapat
meraheri izin tertulis Kapada pojabat sebagaimana dimeksud pada
ayal (1), dan tepnga Al sebagamang dimakens pada ayat (2},
uptuk  memberikan oA memperihatian cukt tertulia o oon
keterangan Waijih Payidyana ada padanyiy

(5} Permintaan hakit sobagaimann duvarind paan myal (5Y hanus
menyebutiian e na fersanglee saan arne frGuoatl, kelerangan
yany giminta. seis Vadan anbira nerkara pidana nta perdata yang
hersangguian dangat e T VAN T

)’
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—
2
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BAL VI
PeMYiDHCAN

Pasci 89

Pejabat Pegaweai Neger Spil tertentu di lingkungan Permerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagat Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di  bidang perpajakan daeran,
sebagaimana dincksud dalam  Undang-Undang Hukum  Acara
Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di iingkungan Pemenntah Daerah yang
diangkat oleh pejabat vang barwenany sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Wewenang Penyidik sebagaimmana dimaksud pada ayal (1) adalat

a. menerima, mencari, mengumputkan, dan imeneliti keterangan

~atau laporan bherkenaan dengan findak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribust agar keterangan atau laporan
tersebut menyadi lebibh longkap danjelas,

b meneliti, maoncar, dan imeoagumpulkan Keterangan mengenit
orang pribadi atan badan tentang kebenaran perbuatan yang
ditnkukan sehubunagan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

. meminta keterangan dan bahan boktt dar crang pribad slau
Badan sehubimygan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dar Retribust:

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen iain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daarah dan Retribusi,

e. melakukan penggeledahan untuk mendacatcan bahan  bukl
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukii tersebul

f. meminta bantuar tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
cenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

menyurah barhent danfatau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan ataun  tempat  pada  saat pemeriksaan sedang
berlargsung dan memenican identitas orang. benda, dan/atau
dokumen yang dibawa,

(]

h. memotret seseo.ang yang berkaitan dengar tindak  pidana
serpajakan Daer h dan Relnbust.

i memanqgil orany untul didengar keteiangannya dan diperikea
sebagai tersanal @ atau saksi

/

|. menghentikan panyidikan: da/

Py by
AU



i
Lo -

k. melakukan iince an iain kelancaran penyidikan
tindak pidane i bidang pare ‘*’ﬂt dan Retrit Susi sesua
dengan kotentuan paraturan ;tm‘;rtymmmgz—amazmqem

(4 Penyidik sebagain ina dinaxcud pada ayal (1Y memberitahukan
dimulainya penyidizan dan  menyamp3akan hasil penyidikannya
oy

kepada Pcnuntui  Jmumi cialu Poayidiv pejabat Polist Negaia
Republik InConcsi, sesta denygan keleniuan yano diatur dalam

>
I 1A~ s LI b R T e
unuanu unuuny PR s T i a,

B3AE X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 2C

(1) Wajib Pajak yanc | arena kealpaannya tdak menyampatkan SFTPD
atau mengisi dengan lidak Dbenar atau tidak I@ngkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuaran Daeral' dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,

(2) Waiib Paja™ vana denann cenaan tidak menvampaikan SPTPD
atau  nengisi  dengan fudak benai  atau hdak lengkap atau
clampirkan kelerangarn vang  tidar bepar sehingga  merugikan
kgufmglm Dacrab dapat dipicana ¢ dengan pidana penjara paling

lama 2 (Cua) tahun atau pdana denda pahing banyak 4 (ernpat) kali
iumlal, pajac wrul ng yanag tidak atau korang dibayar,

Pasat 91

-

Tindak pidana di bidang perpajakan Doerah tidak  dituntut setelat

melampaui jangka waktu 5 (lima} tahun sejak saat terutancnys pajak
atau berakhirnya Masa Pajaic atau beraitirnya Ragian Tahun Paiak

atau beraikhirnya Tahun Pajak yang bersanghkuta:n.
RPacal 92

(1) Pejabat atau tenaga ahii vang ditunjitk oieh Kepala Daerah vang
Karena kealpaannya tidak momenuh kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana cdimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayal (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyalk 4 Q00 600 (empal juta rupial,;

(fi§ Rejabat alau tenaga anle vang ditungon oleh Kepaia Daerah yang

© dengan sengaja tidak n vementihl kewajbannya ¢ tau seseorang
yang menvebabkan  tidak dipenuhinya  kewajiban  pejabat
sebaraimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan avat (2)
dipida.a dengan pidana kurungan pr aling lama 2 {dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp10.000 000.- (sepuluh ita rupiah);

(3 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan aya (2) hanys Juakuran alag oengadunn orang vang

!

keranasiaaninva Cilangaa!




(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut Kepentingan oribadi
e

seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi,

karena itu dijadik.., el pidana penaadnan

s
()

Derda sehanaimana Lmaksid dalam Fasal 58 wan Pasal 9 ayat )
dan ayat (2) merupaken penerimaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Paasal 84

Pada saat Perawian Dacrah i beraku, Pajak yang masii erang
herdasarkan Peraturan Daerah mengena enis Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 aval (1) sepanang tidak Jiatur datam
Peraturas Dacrah ying horsacgrutan nasih dapat ditagih welama

jangkﬂ\NnkHi5(Hnwwtahuntnﬁﬂﬂmm;sqaksxwﬂtenﬂnng

BAD X
KETENTUAN PENUTUP

-y G
Pasal 85

Pada caat Peraturan Oaerah ini berlasu .
1 Peraturan Daere) Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah yang

diberlakukan sel agai dasar hukum pemunguian Pajak Daeran ol
Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5 Ketentuan mengenai Pejak Bun den Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini muta’
berlaku pada tanjgal 1 Januari 2014.

2 K@ﬁﬂnuan:nunqnnniﬂenE‘umﬂ«hnn?%ak[ﬁms’?anahSebaganﬁana
diatur daian: etaturan Dacrah nnlon Beriaki pada tanggal 1
Januari 2011

Pasal 96

Hal-hai yang belum diatu dalam Peraturan Dasrah i, sepanang
mengenai ben'uk Kﬂdg,Siukunuwdnn'lntlcnrnt@knm;xﬂaksanaannya

M

diatur lehh lanjul dengan Oeraturan Walikota Pagar Alam.



Pasal 97
Peraturan Daerah ini mula beriaru pada tangoal diandangkan

Agar setic) orang  menae@anuiyy semenniaibkan pengundangan
Feraturan Daerah o dononn ponopalnniyd dalam Lambaran Daerah

Kota pagar Alam.

Inteapkan Gl i ’;x(j;,a[‘ Alam
Praca tanggal B (e 2000

Diundangkan i .. @ Pans Alaee

Coda tangga C dp—a 0

1

QERKIRET AIRIS DAERAM KOTA PACAR AL AR

AT ACHRE

| EMIBARAN DAFRRAH KOTA PAGATR ALARTATL




